
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1092); 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tantang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

Mengingat 

Menimbang a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun 

Nornor 8 Tahun 2011 Ten tang Retribusi Perijinan Tertentu, maka 

untuk Retribusi Izin Gangguan perlu diatur Struktur dan 

Besarnya Tarif Izin Gangguan; 
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf "a" dan penyesuaian dengan kondisi sekarang dipandang 

perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sirnalungun Nomor 25 Tahun 

2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perijinan 

Tertentu Jenis Retribusi Ijin Gangguan; 
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIMALUNGUN, 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 

NOMOR iJ TAHON 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 25 
TAHON 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 8 TAHQN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU 
JENIS RETRIBUSI IZIN GANGUAN ·. 

BERITA DAERAH 
KABUPATENSIMALUNGUN 
NOMOR :255 TAHUN 2015 



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 25 TAHUN 

2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 8 TAHUN 2011 
TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU JENIS 

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; , 

14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Derah Kabupaten 

Simalungun Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bpati Simalungun Nomor 12 Tahun 

2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Togas, Fungsi 

dan Tata Kerja pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Simalungun (Berita Derah Kabupaten Simalungun 

Nornor 1 78); 

15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu Jenis 

Retribusi Izin Gangguan. 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5254); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tantang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4139); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nornor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah 

Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 

2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Ka bu paten 

Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 3}; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Simalungun Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 8); 



* 
N SIMALUNGUN NOMOR 2S°fTAHUN 2015 

Diundangkan di Pamatang Raya 
Pada tanggal l ~ JU l-1 20 15 

J.R SARAGIH 

dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

Di tetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal l O JUL,.\ 2015 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati im 

dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun. 

PasaI m 

Pasal II 

Dengan berlakunya dan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal 

yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

BAB VI 

Wilayah Pemungutan dan Jangka Waktu Berlakunya Izin Gangguan 

Pasal 8 

(1) Retribusi Izin Gangguan {HO) dipungut di wilayah Kabupaten 

Simalungun; 

(2) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama 5 (lima) 

tahun dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap tahun dalam rangka 

pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Daerah; 

(3) Pemberian Izin Gangguan maupun pendaftaran ulang Izin Gangguan 

dikenakan pembayaran Retribusi Daerah. 

Ketentuan BAB VI diubah, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut: 


